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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Jawa Barat dengan menggunakan analisis rasio anggaran dan pengeluaran (Budget 
Performance Ratio). Dalam pengelolaan keuangan publik, penting untuk memahami 
seberapa efektif penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan 
layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif deskriptif yang menganalisis data sekunder dari laporan keuangan tiga tahun 
terakhir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan dinas 
tergolong sangat baik, dengan realisasi pendapatan yang secara konsisten melebihi target, 
terutama dari Pendapatan Asli Daerah seperti sewa gedung. Rasio efisiensi juga 
menunjukkan nilai yang tinggi dan stabil di sekitar 97%, yang mencerminkan pengelolaan 
pengeluaran yang hati-hati dan sebanding dengan penerimaan. Di sisi lain, rasio kemandirian 
finansial mencapai 100% setiap tahunnya, menunjukkan bahwa semua pendapatan 
bersumber dari PAD tanpa tergantung pada dana transfer dari pusat, yang menguatkan 
transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Temuan ini diperkuat oleh 
wawancara dengan bendahara yang menekankan pentingnya optimalisasi sumber PAD dan 
peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan 
diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan sistem 
informasi keuangan yang transparan dan kerja sama lintas sektor untuk menjaga 
kesinambungan dan memperkuat pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Studi ini 
memberikan wawasan menyeluruh tentang kinerja anggaran dan pengeluaran yang 
berdampak pada peningkatan layanan untuk masyarakat. 
 
Kata kunci : Analisis Rasio Anggaran, Budget Performance Ratio, Dinas Perpustakaan dan 

Arsip, Kinerja Keuangan , Pengelolaan Keuangan Publik. 
 

PENDAHULUAN  

  Kinerja keuangan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemampuan instansi publik 

dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat 

(Dispusipda) memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat dan 

melestarikan arsip daerah. Maka dalam hal ini, pengelolaan anggaran yang efektif sangat 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat keterbatasan sumber daya yang 

sering dihadapi oleh lembaga publik. (Marinus Ronal & Albert Agus Massua, 2023). Dalam 

rangka mendukung tugas ini, ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang optimal sangat 

krusial. Periode 2022–2024 menunjukkan variasi antara target dan realisasi anggaran yang 

mendorong perlunya evaluasi yang sistematis. 

  Penelitian ini berfokus pada penilaian kinerja keuangan Dispusipda Jawa Barat melalui 

analisis rasio: efektivitas (realisasi terhadap target pendapatan), efisiensi (realisasi 

pengeluaran terhadap realisasi penerimaan), dan kemandirian (kontribusi PAD terhadap 

total pendapatan). Tujuan penelitian adalah (1) mengukur kinerja keuangan; (2) 

mengidentifikasi tren; dan (3) merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan 
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transparansi dan akuntabilitas. 

  Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah indikator kemampuan suatu lembaga 

publik dalam mengelola dana secara baik, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab untuk 

memenuhi sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat Mardiasmo 

(2018), kinerja keuangan dalam sektor publik menggambarkan sejauh mana aktivitas 

keuangan dilakukan menggunakan prinsip Nilai untuk Uang (Value for Money atau VfM) yang 

terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: pertama, Ekonomi, yang mengukur sejauh mana 

pemanfaatan sumber daya dilakukan secara hemat. Kedua, Efisiensi, yang menilai hubungan 

terbaik antara input dan output. Ketiga, Efektivitas, yang mengukur tingkat pencapaian 

tujuan organisasi. 

  Dalam aspek keuangan daerah, indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan adalah Rasio Kinerja Anggaran (Budget Performance Ratio atau BPR), yang 

membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. Rasio tersebut mencerminkan sejauh 

mana pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan dan efisiensi dalam pengelolaan 

anggaran publik. Pemerintah daerah dengan BPR yang tinggi menunjukkan pengelolaan 

anggaran yang baik, efektif, dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab utama dalam 

menjalankan urusan pemerintahan terkait dengan perpustakaan dan kearsipan. Tugas ini 

mencakup pengelolaan perpustakaan deposit, pengembangan dan promosi budaya 

membaca, serta pengelolaan arsip baik yang bersifat dinamis maupun statis. Dispusipda juga 

menjalankan fungsi dekonsentrasi serta memberikan bantuan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, dan terlibat dalam penyusunan kebijakan teknis, administrasi dinas, serta pelaporan 

kinerja. 

  Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) 

yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal kuantitatif, hasil yang dicapai oleh 

Dispusipda menunjukkan kinerja yang baik terhadap target program yang ditetapkan, namun 

secara kualitatif masih terdapat tantangan, terutama dalam pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia (pustakawan dan arsiparis) serta rendahnya Indeks Peningkatan 

Literasi Masyarakat (IPLM) di Jawa Barat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas SDM dan 

budaya literasi menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas 

kinerja lembaga. Dalam Rencana Kerja (Renja) Dispusipda tahun 2024, penyesuaian 

anggaran dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan di Jawa Barat dan menjamin 

efektivitas pelaksanaan program. Proyeksi kebutuhan dana sebesar Rp 55,57 miliar 

ditujukan untuk mendukung 11 prioritas pembangunan daerah. Evaluasi terhadap kinerja 

keuangan menjadi penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran serta 

memastikan bahwa alokasi dana memberikan hasil yang optimal. Pendekatan Budget 

Performance Ratio (BPR) diterapkan untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran 

mencerminkan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Melalui analisis ini, 

Dispusipda mampu: (1) Menilai efisiensi penggunaan anggaran, (2) Meningkatkan 

akuntabilitas dalam keuangan, (3) Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan hasil, 

serta (4) Mendukung perencanaan strategis yang berbasis data. 

  Dengan menerapkan BPR, Dispusipda Jawa Barat dapat menjamin bahwa setiap alokasi 

anggaran secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, efektivitas pelayanan 

publik, dan pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih baik. Budget Perfomance Ratio 

alat analisis yang dipakai dalam penilaian keuangan publik untuk mengetahui sejauh mana 
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pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Menurut 

Saragih et al. (2021), BPR menilai kecocokan antara rencana keuangan dan realisasi, sehingga 

dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas serta efisiensi kinerja anggaran. BPR 

umumnya terdiri dari tiga rasio utama: pertama, Rasio Efektivitas, menggambarkan sejauh 

mana pencapaian pendapatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kedua, Rasio 

Efisiensi, menilai kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan dana secara efektif demi 

mendapatkan hasil maksimal. Ketiga, Rasio Kemandirian Keuangan, menunjukkan seberapa 

besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tanpa tergantung pada dana dari pusat. Implementasi BPR yang baik tidak 

hanya membantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi keuangan, tetapi juga menjadi 

landasan untuk pengambilan keputusan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja fiskal 

daerah. 

  Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting dalam sistem Good 

Governance yang berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan dana publik. Dalam Penelitian 

Ifada, B. I., & Ardini, L. (2023), Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam 

menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan kepada pihak 

yang telah memberikan amanah, sehingga menjadi kewajiban serta tanggung jawab pihak 

yang bersangkutan. Adisasmita (2011) menyatakan bahwa transparansi adalah sikap 

terbuka dari pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya 

publik, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. 

Sementara itu, Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas 

merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas publik untuk menjelaskan pelaksanaan 

misi organisasi kepada pihak yang memberikan kepercayaan, melalui mekanisme laporan 

yang jelas dan terukur. Kedua prinsip tersebut saling mendukung. Transparansi memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik, sedangkan 

akuntabilitas memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah 

disepakati. Penelitian oleh Berliana Rahmiyati (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat transparansi dan akuntabilitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, penerapan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan dilakukan melalui penyajian laporan realisasi anggaran (LRA) 

yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat, serta pelaporan kegiatan yang 

menampilkan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. 

  Teori Manajemen Keuangan Publik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran 

yang berfokus pada hasil dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan 

keberlanjutan fiskal. Mu’alimah dan Ervina (2023) menyatakan bahwa perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar 

anggaran yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Dalam teori ini, 

efektivitas diartikan sebagai seberapa baik alokasi anggaran mampu memenuhi tujuan yang 

ditetapkan, sementara efisiensi berfokus pada pengurangan biaya tanpa menurunkan 

kualitas hasil. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah 

untuk memastikan bahwa setiap uang yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal 

bagi publik. Dalam manajemen keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

memainkan peran penting dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran. 

Tujuan dari audit yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan 

keuangan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan. Hasil audit 

yang diberikan oleh BPK dapat menjadi bahan penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki 

sistem keuangan pemerintah daerah serta mendorong peningkatan kinerja lembaga public. 
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Dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, audit yang dilaksanakan 

oleh BPK berfungsi untuk memastikan bahwa implementasi program dan penggunaan dana 

mengikuti prinsip Rasio Kinerja Anggaran dan tidak menyimpang dari peraturan anggaran 

yang telah ditentukan.  

  Relevansi Budget Performance Ratio terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Analisis 

Budget Performance Ratio (BPR) tidak hanya menggambarkan pencapaian finansial, tetapi 

juga berfungsi sebagai alat yang krusial untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di 

bidang publik. Dengan menilai efektivitas, efisiensi, dan kemandirian finansial, BPR dapat 

menunjukkan sejauh mana lembaga publik menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan 

anggaran dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, penerapan analisis ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kecocokan antara anggaran dan realisasinya, menilai seberapa efisien 

penggunaan dana, serta memastikan bahwa semua pengeluaran publik ditujukan untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, BPR berfungsi sebagai 

indikator penting yang menghubungkan kinerja keuangan dengan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. 

  Menurut Judijanto, L., & Afandy, C. (2024), dalam bukunya yang berjudul Pengukuran 

kinerja sektor publik bahwa, analisis anggaran adalah proses penting dalam pengelolaan 

keuangan di sektor publik. Tujuan dari proses ini adalah untuk membandingkan rencana 

anggaran dengan kenyataannya guna menilai apakah pencapaian finansial tersebut efektif 

dan efisien. Dengan melakukan analisis anggaran, lembaga publik bisa menemukan 

perbedaan dan mengambil tindakan yang tepat agar kondisi keuangan tetap dalam kinerja 

yang baik (Purba dan Silalahi, 2021). Analisis rasio kinerja yang melibatkan rasio 

kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan rasio pengeluaran pegawai untuk memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah (Kawatu, 2019; Anwar et al. , 

2022). Pendekatan ini menilai kinerja tidak hanya dari sisi kuantitatif tetapi juga kualitatif 

dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan publik yang terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Analisis rasio keuangan berfungsi untuk menilai kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efisien, efektif, dan mandiri 

(Ambya, 2023; Erlina, 2008). Rasio-rasio ini memberikan informasi kuantitatif mengenai 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi indikator 

utama dalam menilai kinerja keuangan publik. Selain itu, indikator tambahan seperti Rasio 

Keserasian, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan dipakai untuk 

menilai keseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan, kemampuan 

membayar utang, serta laju pertumbuhan kinerja keuangan daerah (Tumija dan Sinta, 2022). 

Penelitian oleh Siswanto dan Maylani (2022) menekankan bahwa laporan keuangan seperti 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca adalah alat penting dalam menganalisis 

kinerja keuangan, karena memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk 

menilai efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. 

  Evaluasi kinerja keuangan di sektor publik memiliki peranan yang sangat krusial untuk 

menjamin bahwa penggunaan dana publik berlangsung dengan cara yang efisien, efektif, dan 

bertanggung jawab. Menurut Mahmudi (2020), tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur 

sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan memberikan gambaran 

kuantitatif tentang efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam konteks 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) Jawa Barat, evaluasi kinerja keuangan 

tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada bagaimana dana publik 

dimanfaatkan untuk mendukung program literasi, pengembangan fasilitas, dan pelatihan 



Economic Edu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi 
Vol. 07, No. 01, Juli 2026 

P-ISSN: 2797-4987 E-ISSN: 2746-5004 

 

148 

 

sumber daya manusia. Hasil evaluasi pada tahun 2022 mencatat rata-rata capaian sebesar 

97,04%, meskipun masih ada beberapa tantangan seperti keterlambatan dalam penyerapan 

anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Evaluasi ini juga menyoroti 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar yang mendasar dalam tata kelola 

keuangan publik. Transparansi memastikan adanya keterbukaan informasi untuk publik, 

sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa setiap penggunaan dana dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang (Mahmudi, 2020). Dengan melakukan 

evaluasi secara terus-menerus, pemerintah daerah dapat mengenali hambatan, memperbaiki 

kebijakan yang ada, serta memastikan setiap rupiah dari anggaran memberikan manfaat 

yang maksimal bagi masyarakat. 

  Kinerja keuangan daerah yang baik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan prinsip tata 

kelola yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mbipi et al. (2021) dan 

Lona et al. (2023), manajemen keuangan yang efisien, jelas, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dispusipda Jawa Barat. Transparansi memberikan 

akses kepada masyarakat untuk melihat informasi anggaran dan mengawasi realisasinya, 

sedangkan akuntabilitas memastikan semua pengeluaran dapat dijelaskan. Penilaian 

terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi unsur penting untuk menjamin bahwa 

dana publik memberikan hasil optimal untuk program literasi, pengelolaan arsip, serta 

pengembangan layanan perpustakaan. Penerapan prinsip tata kelola yang baik membantu 

meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, 

serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran pembangunan daerah 

yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat 

sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan disiplin dalam administrasi 

keuangan, serta memastikan bahwa laporan yang disampaikan bersifat transparan dan 

bertanggung jawab. Dengan cara ini, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih 

efisien dan mendukung tujuan pembangunan di bidang literasi serta arsip daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

   Jenis penelitian: deskriptif kuantitatif. Sumber data utama adalah Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat tahun 2022–2024. Data 

tambahan diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan bendahara instansi untuk 

mengklarifikasi item-item pendapatan dan pengeluaran. 

Rasio yang dihitung: 

1. Rasio Efektivitas = (Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) × 100% 

2. Rasio Efisiensi = (Realisasi Pengeluaran / Realisasi Penerimaan) × 100% 

3. Rasio Kemandirian = (PAD / Total Pendapatan) × 100% 

Analisis dilakukan per tahun (2022, 2023, 2024) dan dibahas menggunakan pendekatan 

komparatif antar tahun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Bagian ini menyajikan data LRA dan hasil perhitungan rasio serta interpretasinya. 

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022–2024 

Tahun Target 

Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi 

Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi 

Pengeluaran 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp) 

PAD (Rp) 

2022 50.000.000 81.466.500 50.920.053.963 52.472.271.185 81.465.500 
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2023 100.168.000 117.774.000 53.638.015.965 54.798.043.243 117.774.000 

2024 100.168.000 113.048.000 50.138.317.598 51.264.790.371 113.048.000 

 

Analisis LRA: Data menunjukkan realisasi pendapatan melebihi target pada semua tahun, 

sedangkan realisasi pengeluaran dan penerimaan tercatat dalam nilai rupiah yang lebih 

besar karena melibatkan transaksi operasional instansi. PAD menyumbang penuh terhadap 

total pendapatan setiap tahun. 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio (Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian) 

Tahun Rasio Efektivitas 

(%) 

Rasio Efisiensi (%) Rasio Kemandirian 

(%) 

2022 162,93 97,04 100 

2023 117,58 97,88 100 

2024 112,86 97,80 100 

 

Pembahasan:  

- Efektivitas pendapatan >100% menunjukkan realisasi pendapatan melebihi target 

perencanaan, yang positif namun perlu ditelaah penyebab kenaikan (mis. penerimaan sewa).  

- Efisiensi sekitar 97% menunjukkan penggunaan anggaran relatif hemat, meski belum 

mencapai efisiensi sempurna.  

- Kemandirian 100% menunjukkan ketergantungan penuh pada PAD; hal baik untuk otonomi 

namun berisiko jika PAD menurun tanpa adanya sumber alternatif.  

LAMPIRAN: PERHITUNGAN MANUAL RASIO 

Lampiran ini menyajikan perhitungan rinci dalam bentuk tabel matematis untuk setiap tahun 

(2022, 2023, 2024). Rumus yang digunakan: 

Rasio Efektivitas = (Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) × 100% 

Rasio Efisiensi = (Realisasi Pengeluaran / Realisasi Penerimaan) × 100% 

Rasio Kemandirian = (PAD / Total Pendapatan) × 100% 

Perhitungan 2022 

Item Nilai (Rp) 

Target Pendapatan 50.000.000 

Realisasi Pendapatan 81.465.500 

Realisasi Pengeluaran 50.920.053.963 

Realisasi Penerimaan 52.472.271.185 

 

Rasio Formula Hasil 

Efektivitas (%) (81.465.500 / 50.000.000) × 

100% 

162.93 % 

Efisiensi (%) (50.920.053.963 / 

52.472.271.185) × 100% 

97.04 % 

Kemandirian (%) (81.465.500 / 81.465.500) × 

100% 

100.00 % 

 

Penjelasan singkat: Efektivitas mengukur pencapaian pendapatan terhadap target; efisiensi 

mengukur perbandingan pengeluaran terhadap penerimaan; kemandirian mengukur 

kontribusi PAD terhadap total pendapatan. 
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Perhitungan 2023 

Item Nilai (Rp) 

Target Pendapatan 100.168.000 

Realisasi Pendapatan 117.774.000 

Realisasi Pengeluaran 53.638.015.965 

Realisasi Penerimaan 54.798.043.243 

 

Rasio Formula Hasil 

Efektivitas (%) (117.774.000 / 

100.168.000) × 100% 

117.58 % 

Efisiensi (%) (53.638.015.965 / 

54.798.043.243) × 100% 

97.88 % 

Kemandirian (%) (117.774.000 / 

117.774.000) × 100% 

100.00 % 

 

Penjelasan singkat: Efektivitas mengukur pencapaian pendapatan terhadap target; efisiensi 

mengukur perbandingan pengeluaran terhadap penerimaan; kemandirian mengukur 

kontribusi PAD terhadap total pendapatan. 

Perhitungan 2024 

Item Nilai (Rp) 

Target Pendapatan 100.168.000 

Realisasi Pendapatan 113.048.000 

Realisasi Pengeluaran 50.138.317.598 

Realisasi Penerimaan 51.264.790.371 

 

Rasio Formula Hasil 

Efektivitas (%) (113.048.000 / 

100.168.000) × 100% 

112.86 % 

Efisiensi (%) (50.138.317.598 / 

51.264.790.371) × 100% 

97.80 % 

Kemandirian (%) (113.048.000 / 

113.048.000) × 100% 

100.00 % 

 

Penjelasan singkat: Efektivitas mengukur pencapaian pendapatan terhadap target; efisiensi 

mengukur perbandingan pengeluaran terhadap penerimaan; kemandirian mengukur 

kontribusi PAD terhadap total pendapatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: 

Pertama, Kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat (2022–2024) 

tergolong baik berdasarkan indikator BPR: efektivitas >100%, efisiensi sekitar 97%, dan 

kemandirian 100%. Kedua, Tren efektivitas menunjukkan penurunan dari 162,93% (2022) menjadi 

112,86% (2024) sehingga perlu pemantauan lebih lanjut. 

Saran: 

Pertama, Diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi risiko ketergantungan PAD 

terhadap satu atau beberapa pos pendapatan. Kedua, Peningkatan kapasitas SDM akuntansi 
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dan perbendaharaan untuk memperkuat perencanaan dan pelaporan keuangan. Ketiga, 

Pengembangan sistem informasi keuangan yang memadai untuk mempercepat realisasi 

anggaran, memudahkan pemantauan, dan meningkatkan transparansi. 
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